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BAB 5 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan kegiatan PKPA 

adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, 

posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian 

di apotek sekaligus memastikan semua aspek untuk berjalan 

dengan baik.  

2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan 

pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di 

apotek.  

3. Mampu memahami dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan 

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek 

farmasi komunitas di apotek 

4. Meningkatkan kesiapan calon Apoteker dalam memasuki dunia 

kerja sebagai tenaga farmasi yang professional 

5. mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan 

kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi 

dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan 

kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, 

peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu 

memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien. 
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SARAN 

 

1. Calon apoteker perlu untuk terus mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi ilmu kefarmasian agar lebih siap untuk 

praktek kerja dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lintas 

profesi yang lain.  

2. Calon apoteker penting untuk menjunjung kode etik pelayanan 

kefarmasian dengan prinsip patient oriented. 

3. Apabila terdapat kasus terkait kesehatan khususnya mengenai 

obat-obatan diharapkan apoteker juga ikut andil dalam 

memberikan saran sesuai bidang keilmuannya. 

4. Calon apoteker juga perlu untuk senantiasa menjaga bentuk tubuh 

agar senantiasa proporsional (tidak terlalu gemuk/tidak terlalu 

kurus) karena diperlukan jika akan melakukan promosi kesehatan 

kepada masyarakat. 

5. Calon apoteker agar lebih mempelajari juga terkait terapi non-

farmakologi untuk tiap-tiap keluhan/gejala/penyakit 
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